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ANA NG PUJI UTAMA 

Dosen Fakultas Keamanan Nasional 
Universitas Pertahanan 

etelah Presiden 
Joko Widodo me­
ngirimkan surat 
presiden terkait 
Rancangan Un­
dang~Undang Ibu 
Kota Negara (RUU 

IKN) pada 29 September 2021, 
DPR bergegas membahas RUU 
tersebut. Pada 7 Desember 
2021, rapatparipuma DPRme­
ngesahkan Panitia Khusus RUU 
IKN untuk melakukan pemba­
hasan bersama pemerintah. 

Pengaturan tentangibukota 
negara memiliki ruang lingkup 
yang sangat luas . Tidak hanya 
berkaitan d~ngan pemindahan 
dan pembangunan infrastruk­
turnya, tetapi juga pada aspek 
tata kelola wilayah, sosialbu1ll.­
ya, dan pemerintahannya. Di 
dalamnya termasuk pengatur-

an kebijakan yang berhubung­
an dengan pertahanan negara. 

Pemindahanibukotanegara 
akan berdampak luas bagi pe­
ngembangan strategi perta­
hanan khususnya dalam mem­
berikan perlindungan ibu kota 
negara sebagai simbol eksisten­
si bangsa dan negara. Selama 
ini, strategi pertahanan bagi ibu 
kota memiliki fokus di wilayah 
DKI Jakarta mengingat kedu ­
dukan Jakarta selain sebagai 
ibukota, juga sebagai pusatper­
ekonomian. Rencana peminda -
han ibu kota dari Jakarta me­
nuntut adanya perubahan pe­
ngelolaan pertahanan negara. 

Menyusun lnstrumen 
Pengaturan Pertahanan 

Pertahanan negara merupa­
kan usaha mempertahankan 
kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah N egara Kesatuan Repu -
blik Indonesia, dan keselama-

. bangsa dari ancaman serta 
gguankeutuhanbangsadan 
ara. Definisi tersebut ter-

. uang dalam Pasal1 angka 1 UU 
Io 3 Tahun 2002 tentangPerta­

hanan Negara (UU Pertahanan 
Negara). Secara singkat, perta­
hanan negara memiliki urgensi 
menjaga eksistensi bangsa dan 
negara, baik dari penguasaan 
wilayah, kedaulatan, maupun 
keselamatan. Termasuk di da-

lamnya adalah ibu kota negara 
yang merupakan pusat peme -
rin tahan dan simbol negara. 

Kedudukan ibu kota negara 
san gat penting dalam mendu­
kung berjalannya pemerintah­
an. Hal ini sekaligus menunjuk­
kan kerawanan atas situasi dan 
kondisi ibu kota negara. Penga­
laman selama ini menunjukkan 
betapastrategis serta rawannya 
situasi DKI Jakarta. Dinamika 
politik, keamanan, bahkan so -
sial ekonomi yang terjadi di Ja­
karta akan memengaruhi si -
tuasinasional, bahkanmemiliki 
daya pengaruh besar. Barome­
ter situasi nasional berpusat di 
Jakarta. Tidakhanyakarenake­
dudukan sebagai ibukota nega­
ra, akan tetapi juga sebagai pu­
sat bisnis nasional. 

Kedudukan Jakarta seba- · 
gai pusat pemerintahan dan 
pusat bisnis nasional men­
jadikan Jakarta sebagai center 
of gravity Indonesia. Upaya pe­
mindahan ibu 
kotanegara 

akan me- ~m~t:;;~~ 
ngurangi 
be ban Ja­
karta. Terjadi 
pemisahan an­
tara pusat pe­
merintahan dan 
pusat bisnis atau 
ekonomi. Pemisah-

. - an ini dari sisi perta-



hanan dan potensi gangguan 
bisa merupakan kondisi positif, 
tetapi juga memberikan dam -
pak besar bagi pembangunan 
pertahanan yang selama ini 
dipusatkan di Jakarta. 

Pemisahan center of gravity 
ini di satu sisi menguntungkan 
dari penguraian ancaman dan 
gangguan, akan tetapi juga me­
nuntut pembangunan sistem 
pertahanan yang baru. Konse­
kuensinya adalah pertahanan 
negaraharus diperlebar dengan 
memfokuskan pada wilayah 
intidanpendukungibukotane­
gara. Selain itu, Jakarta nanti­
nya juga memerlukan desain 

. pertahanan khus§ terlebih ~ 

apabila Jakarta akan dikem­
bangkan menjadi pusat bisnis 
atauekonomi nasional. 

Merancang pembangunan 
pertahanan ibu kota negara 
tidak bisa lepas dari tahapan 
penyusunanRUUIKNyangsaat ' 
ini sedang dibahas DPR bersa­
ma pemerintah. Berbagai aspek 
pengaturan, baik dari sisi tata 
kelola pemerintahan ibu kota 
negara1 pengaturan kehidupan 
sosial, politik, dan budaya akan 
memengaruhi konsep perta­
hananyangakandibangun. Per-

. tahanan negara tidak hanya 
soal ancaman militer, tetapi ju­
ga ancaman nonmiliter. Bah­
kan, dimensi ancamannya, kini 
lebih dominan pada ancaman 
yang bersifat nonmiliter. 

Desain pertahanan perlu 
memfokuskan sumber daya 
yang ada terhadap dua dimensi 
ancaman tersebut. Memba­
ngun pertahanan secara fisik 
maupunnonfisikterhadapkon­
disiibukotanegara. Situasi per­
tahanan ibu kota negara akan 
sangatmenentukankelancaran 
penyelenggaraan pemerintah­
an yang berpusat di ibu kota ne­
gara. Pengaturan dalam RUU 
IKN harus mendukung penga­
turan pengelolaan pertahanan · 
negara yang diselenggarakan 
melalui tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan 
pengendalian pertahanan ne­
gara sebagaimana diatur dalam 
UU Pertahanan Negara. 

Legitimasi dan 
Dukungan Elemen 
Bang sa 

Pertahanan negaradibangun 
melalui sistem pertahanan yang 
bersifat semesta yang melibat­
kan seluruh warga negara, wi­
layah, dan sumber daya nasional 
lainnya serta dipersiapkan se­
cara dini oleh pemerintah dan 
diselenggarakan secara total, 
terpadu, terarah, dan berlanjut 
untuk menegakkan kedaulatan 
negara, keutuhap. wilayah, dan 
keselamatan segenap bangsa 
dari segala ancaman. ...... - -cl) Ibukotanegarame-

rupal<an simbol eksis -
tensi negara yang harus 

disadari oleh seluruh warga ne­
gara. Kesadaran ini menjadi 
modal utama guna memba-

' ngun pertahanan yang tang-
. guh. Untuk membangun kesa­

daran ini diperlukan pelibatan 
a tau partisipasi masyarakat di 
dalam merancang kebijakan 
pemindahan ibu kota negara. 
Salah satunya melalui parti­
sipasi dalam menyusun RUU 
IKN. 

Dari perspektif ilmu perun­
dang-undangan, pelibatan ma­
syarakat secara penuh akan 
memberikan pengaruh pada 
tinggin a legitimasi dan rasa 
kepemilikan masyarakat (ow­
nership) terhadap kebijakan 
yang sedang disusun. Sebalik -
nya, rendahnya pelibatan akan 
berdampakpadalemahnyalegi­
timasi dan ownership masyara­
kat. Terlebih lagi dalam hal pe­
mindahan simbol eksistensi 
negara. Lemahnya legitimasi 
masyarakat tentuakan menjadi 
tantangan berat di dalam mem­
bangun kekuatan awal per-
tahanan. · 

. Pemindahanibukotanegara 
..,.memiliki iiimensi yang san gat 

luas bagi masyarakat, baik darf 
sisi sejarah, sosial budaya, poli -
tik, dan lain sebagainya. Ham­
pir seluruh komponen masya­
rakat merupakan kelompok 
utama yang perlu dilibatkan. 
Terutama elemen masyarakat 
di lokasi yang akan dijadikan 
sebagai wilayah ibukota negara. 
Penyusunan RUU IKN harus 
menempatkan masyarakat pa­
daposisipentinguntukdiminta 
pendapat atau masukannya. 
Pelibatan ini juga untuk mem­
bangun ownership terhadap 
objek vital bersifat strategis 
yang berada di wilayah ibu kota 
negara. 

Selain itu, pemindahan ibu 
· kotanegarajugaakanmemberi­
kan pengaruh pada perubahan 
sosial masyarakat setempat. 
Bahkan, perubahan sosial yang 
terjadi akan sangat cepat. Kehi -
dupan sosial sebelumnya akan 
'berhadapan dengan sistem so -
sial yang baru. Akan terjadi pe­
nyesuaian a tau bahkan perten­
tangan dengan perubahan so -
sial yang ada. Perubahan sosial 
yang cepat dan san gat besar ini 
perlu dikelola dengan baik un­
tuk mencegah terjadiny.a per -
tentangan yang dapat menga­
rah pada benturan a tau konflik 
so sial:. 

Modal dasar legitimasi dan 
ownership terhadap kebijakan 
dan pelaksanaan pemindahan 
ibukotanegaramenjadisesuatu 
yang penting untuk mendu­
kung pembangunan pertahan­
an negara. Modal sosial ini akan 
melengkapi pembangunan per­
tahanan yang dirancang untuk 
ibu kota negara. Modal sosial 
maupun modal untuk memba­
ngun pertahanan negara dalam 
hal ini adalah dukungan kebi­
jakan dan anggaran negara 
perlu disiapkan da~ dibangun/ 
sejakawal. C 


